BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Di dalam bab terakhir di dalam penulisan hukum ini yang mana merupakan bab penutup,
yang di dalamnya berisikan tentang kesimpulan dan juga saran dari penulis sebagai penutup dari
penulisan hokum ini.

Penulis berkesimpulan bahwa telah terjadi suatu hukum yang abu-abu di Indonesia
mengenai hukum pajak yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai yang hendak diterapkan
pada objek di bidang karya seni. Jika dikatakan terjadi kekosongan hukum itu tidak benar adanya,
mengingat terdapat ketentuan Barang Kena Pajak yang mana mengatur benda-benda yang terkena
pajak secara general, dan juga dapat dtemui hal yang mengatur mengenai Barang Mewah Kena
Pajak. Yang menjadi masalah adalah ketidakadaan hukum yang spesifik yang mengatur segala
sesuatu yang berkaitan dengan objek karya seni, yang mampu mengakomodir segala sesuatu yang
bersangkutan dengan karya seni mengingat cakupan luas dari bidang seni itu sendiri, yang
dirasakan perlu terdapat penggolongan khusus akan hal tersebut. Dan karenanya menjadikan hal
tersebut tidak tegas diatur di dalam peraturan yang sedang berlaku di Indonesia itu sendiri.

Dikatakan abu-abu oleh penulis atau lebih sering disebut grey area karena memang bisa
dipaksakan kena pajak pertambahan nilai dengan peraturan-peraturan tertentu yang bersifat
general, namun tidak spesifik mengatur mengenai objek dari karya seni tersebut. Terlihat jelas
bahwa hasil karya seni yang dimanifestasikan kedalam suatu objek tertentu tidaklah menjadi
prioritas negara untuk mengenakan pajak pertambahan nilai di dalamnya, karena melihat aturan-
aturan yang berlaku bahkan telah di revisi beberapa kalipun tidak didapati adanya perubahan

mengenai masalah tersebut.

5.2. Saran
Sebagai saran dari penulis, di dalam penutup dari karya ilmiah di dalam penulisan ini,
penulis menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat regulasi atau peraturan

pajak pertambahan nilai khusus yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai mengenai karya
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seni lukis atau merevisi undang-undang yang telah ada sebelumnya, dengan memasukan
penggolongan besar dan kecil secara terperinci. Karena dengan begitu asas keadilan dapat
ditemukan dan mengakomodasi orang-orang yang melakukan karya seni dan juga kolektor yang
menyukai bidang seni, mengingat pajak merupakan salah satu penghasilan negara yang mana akan
di berikan lagi manfaatnya kepada rakyatnya sendiri. Dengan demikian penulis menyarankan agar
regulasi yang telah dijelaskan sebelumnya yang dirasa oleh penulis ideal, akan segera hadir dan

segera berlaku sebagai hokum positif di Indonesia.
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LAMPIRAN

SURAT DIRJEN PAJAK
NOMOR S-136/PJ.321/1991

TENTANG
PENJUALAN LUKISAN YANG AKAN DIPAMERKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 30 Mei 1991 perihal tersebut
di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN Tahun 1984 jo.
Pasal 1 ayat (1). Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 538/KMK.04/1990, atas
impor Barang Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 538/KMK.04/1990,
atas barang yang mendapatkan penangguhan Bea Masuk berdasarkan Pasal 23
Ordonansi Bea, atas PPN dan PPn BM yang terutang juga dapat diberikan penangguhan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, atas impor BKP untuk pameran dengan maksud setelah
pameran BKP tersebut di ekspor kembali (reekspor), maka PPN yang terutang dapat
diberikan penangguhan. Namun apabila BKP dimaksud dipergunakan untuk seterusnya
atau dijual kepada pihak lain di dalam negeri maka PPN yang telah diberikan
penangguhan harus dilunasi.

2. Sesuai dengan penjelasan dalam surat Saudara No. XXX dan penjelasan
pertelepon dari Panitia Pameran, pelukis undangan dari Uni Soviet, Mrs. Birulya
Irina Mikhailovha selama berlangsungnya pameran (tanggal 31 Mei sampai
dengan 7 Juni 1991) bermaksud menjual 15 buah lukisan yang dibawa, penjualan
dilakukan langsung oleh yang bersangkutan pada waktu pameran dan apabila ada
yang berminat langsung diadakan transaksi.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas lukisan yang laku dijual tidak
reekspor (masih tetap berada di Indonesia) setelah pameran selesai, PPN Impor
yang telah diberikan penangguhan harus segera dilunasi yaitu sebesar 10% x
harga lukisan.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Drs. MAR'IE MUHAMMAD
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